BUPATI REMBANG
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PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 2/ TAHUN 2010
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan pembangunan di
Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan pemanfaatan ruang
sebagai dasar untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
pemanfaatan ruang;

bahwa Peraturan Daerah yang mengatur rencana tata ruang
wilayah Kabupaten Rembang masih dalam pembahasan di
DPRD;

bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan
pemanfaatan ruang, perlu pengaturan pemanfaatan ruang dalam
bentuk izin pemanfaatan ruang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059),

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 91);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 92).
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan

hidupnya.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan
ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

masyarakat.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan
ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang
wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah
yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Kabupaten Rembang terdiri dari wilayah darat, wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dengan batasan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

perundangan.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat dan badan hukum.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan
antar keduanya.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke

dalamnya.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin prinsip adalah pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis,
politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh
ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang merupakan dasar dalam mendirikan
bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Pasal 2

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang waijib memiliki izin pemanfaatan ruang
dan melakukan ketentuan perizinan dalam pemanfaatan ruang.
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Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten;
b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;dan

c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Bupati.

Pasal 3

Izin pemanfaatan ruang dapat berbentuk:

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c izin penggunaan pemanfaatan ruang;

d. izin mendirikan bangunan;dan

e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Izin lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain adalah izin
lingkungan.

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan bagi setiap
usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL/UPL ditetapkan Bupati.
Pasal 4

Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a dan huruf b diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten.

Jzin penggunaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf ¢ diberikan berdasarkan izin lokasi.

Izin mendirikan bagunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang kabupaten dan peraturan
zonasi.

Pasal 5

Pemberian izin penggunaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ disertai dengan persyaratan teknis dan administratif
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan
kepentingan perangkat daerah terkait berdasarkan substansi usaha dan/atau
kegiatan yang dilakukan.

Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disiapkan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(4) Jika dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) belum ada, maka izin diberikan atas dasar RTRW Provinsi

Jawa Tengah.

Pasal 6

Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 segera
dilakukan penyesuaian apabila RTRW Kabupaten sebagai dasar pemberian izin
telah diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan
berlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rembang Tahun 2010-2030.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal |0 Desembver 2010

BUPATI REMBANG

—

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal o Desember 2010
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